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1 a.

1.

KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,
bahwa dalam rangka upaya membentuk pemahaman peserta
didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah, diperlukan
adanya mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi
muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan
lokal,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan tentang Tata
Cara Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Kutai
Timur Peraturan Bupati:

b.

Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai
Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomopr 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962):
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembararn Negara Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301):
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

2.

3.

beberapa...
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beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679):
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5410):
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5105), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157):
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64
Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan dasar dan
Menengah:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65
Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan dasar dan
Menengah:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66
Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan dasar dan
Menengah:
Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum
2013 Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah:

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum
2013 Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah:

11. Peraturan ...
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11.

12.

13.

14.
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Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum
2013 Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah:
Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum
2013 Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79
Tahun 2014 tentang Muatan Lokal:
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6
Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN
KURIKULUM MUATAN LOKAL KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelanggara pemerintah daerah.
Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintah daerah.
Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai
Timur yang bertanggungjawab dibidang pendidikan.
Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada
satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses
pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).

9. Pendidikan ...

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi
jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD)
dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat
serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah
Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah
satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan dasar.

Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan
agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, didalam binaan
Menteri Agama.
Sekolah Menegah Pertama yang selanjutnya disebut SMP
yang disebut salah satu bentuk satuan pendidikan formal
yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk
lain yang sederajat.
Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan
agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan
dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, didalam binaan
Menteri Agama.

Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan
pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA),
Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),
dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang
sederajat.

Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau
bentuk lain yang sederajat.

16. Madrasah...
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16.

17.

18.

(1)

(2)

Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah salah
satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan
agama islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai
lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat,
di dalam binaan Menteri Agama.
Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang
pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau
bentuk lain yang sederajat.
Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut MAK
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan
agama islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai
lanjutan dari SMP, MTS, atau bentuk lain yang sederajat,
di dalam binaan Menteri Agama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Muatan lokal merupakan bahan kajian atau mata pelajaran
pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses
pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang
dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik
terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat
tinggalnya.

Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajarkan
dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap,
pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk.
a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya,

dan spiritual di daerahnya: dan
b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan

kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya
dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

BAB III...
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BAB III

PRINSIP PENGEMBANGAN MUATAN LOKAL

Pasal 3

Muatan lokal dikembangkan atas prinsip:
a.

b.

Cc.

(1)

(2)

kesesuaian dengan perkembangan peserta didik:
keutuhan kompetensi:
fleksibilitas jenis, bentuk, dan pengaturan waktu
penyelenggaraan: dan
kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dan
menghadapi tantangan global.

d.

Pasal 4

Muatan pembelajaran terkait muatan lokal berupa bahan
kajian terhadap keunggulan dan kearifan daerah tempat
tinggalnya.

Muatan pembelajaran terkait muatan lokal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan antara lain dalam
mata pelajaran seni budaya, prakarya, dan/atau pendidikan
jasmani, olahraga, dan kesehatan.

BAB IV
DOKUMEN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 5

Dokumen Kurikulum Muatan Lokal meliputi:
a.

b.

Cc.

(1)

kompetensi dasar:
silabus, dan
buku teks pelajaran.

BAB V
TIM PENYUSUN MUATAN LOKAL

Pasal 6

Kepala Dinas Pendidikan membentuk Tim Penyusun Muatan
Lokal Kabupaten Kutai Timur yang hasilnya dilaporkan
kepada Bupati.

(2) Tim ...



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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Tim penyusun terdiri dari unsur:
a. gUru mata pelajaran seni budaya, prakarya dan

pendidikan jasmani:
praktisi,
kepalasekolah:
tim pengembang kurikulum:
penulis: dan

pakar.

b.

d.

e.

£

Tim bertugas menyusun dan menyiapkan dokumen yang
berkaitan dengan kurikulum muatan lokal.

Pasal 7

Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
ditetapkan oleh Bupati dan disampaikan kepada Gubernur
Provinsi Kalimantan Timur guna mendapatkan penetapan
untuk diberlakukan di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 8

Muatan lokal diselenggarakan oleh satuan pendidikan dengan
memperhatikan sumberdaya pendidikan yang tersedia dapat
diajar oleh guru yang tersedia di sekolah bersangkutan atau
oleh guru tamu yang relevan.

Dalam hal muatan lokal dapat diintegrasi kedalam mata
pelajaran yang tersedia di kurikulum 2013, atau bagian dari
tiga mata pelajaran sebagaimana dalam Peraturan Bupati ini
dan dapat pula muatan lokal sebagai mata pelajaran yang
berdiri sendiri, satuan pendidikan dengat menambah beban
belajar muatan lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu
apabila memungkinkan.
Kebutuhan sumberdaya pendidikan sebagai implikasi
penambahan beban belajar muatan Iokal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh pemerintah daerah
yang menetapkan.

(4)

BAB VI...



-8-
BAB VI
PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 11 Mei 2015

Pit. BUPATI KUTAI TIMUR,

——

H. ARDIANSYAH SULAIMAN

€
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